WALIKOTA TUAL
PROVINS] MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanazan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2015;

Mengingat 1. Pasal

18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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10.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 temtang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1l dalam
wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Mahku (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tarmnbahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 1645);

Undang-Undang Nomoer 28 Tahun 1999 tentang Pf:nydenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari Koripsi,

Folusi, dan Nepotisme [.e. ~baran Negara Republik : dnnﬂma Nomor 75, Tam~ahan Lamharan Negara “epublik
Indonesia Nomotr 3851);

' Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Kewangan Zﬂegaré. (Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor

47, Tambahan Lemharan Negars Republik Indonesia Nomor 4286); _ .

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 204 rentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara, Rapubhk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran, Negara Republik indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Ierltang chenksaan Pengelclaan [h_n Tanggungiawab Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik [ndune.sla Tahurﬂ(}[M Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); _

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem. Perencanasn Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Uﬁdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Permnerintah Daerah (Lembaran Negara Republik donesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lambara_n
Negara Repubiik lndonesla Nomar 4438);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2607 tentang Fembentukan Kota Tual di Pruvmm Maluln [L.emba_ran Negara,
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4747},
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Papk: dan Retribusi Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5049);
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12,

13.

14,

15.

16.

Undang- Undang MNomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Inconesia Talun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndoncsia Nomor
5234); .

Undang-Undang Nosaor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 3ipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemeor 6, Tambahan Lemba=c— Sigara Republik indonesiza Nomor 5494);

Undang-Undang “{omor 23 Tahun 2014 1atan g Pemerintah:zan Davrah [Lembaran Negara F::publik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahk terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tehun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerintahan Dasrah (Lembaran
Negara Republik Indentesia. Republik Indonesia Tahun 2015 Nnmur 58, Tambahan Lunba.ra.n Negara. Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Ksuangan Kepala Daeral dan Walkdl Kepala
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemor 10, Tambahan Lembaran Negars, Republik
Indonesia Nomor 4028}

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tenfang Pembinaan den Pengawasan atas Penyelenggaraan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 990,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 4712), Sebagmmana telah diubgh untuk ke tiga kalinya
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahur 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan
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Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Rzpublik Indonesia Nomer 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran
Nzgara Republik Indenesia Tahun 2005 Namur 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43502);

18. Peraturan Pemerinta® Mamor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repuhlik Indomesia
Tahun G053 Nomor 137, Tambal :n Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 45 - 5);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Memor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

- 20. Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
' Minimal {Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2005 Normor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385); _

2l " Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 92006 tentang Pelaporan Kevangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lgmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); - :

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20610 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201¢ Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans! Pemerintahan {Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 2010 Nowor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tsahun 2011 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2011 Nomnor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notrior 5219);
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25.

22.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintak Nomor 02 Takun 2012 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tebun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tert ang Perubabhan Kedua gtas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentarng Pedoman
Pengelolaan Keuangan “aerah (Berita Negara Re:- ubiik Indonesia, Tahun Z::11 Nomor 310}; _

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sesial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana telzh diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteq
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian® Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5411,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntans Pemcrintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerzh {Berita, Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425;;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tabun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Angparan Pendapatan

- Dan Belanja Daerah Tahun 20i15;

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tabun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Daergh Nomor 06 Tahup 2014 teotang Peraturan Daerah Kota
Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daersh Tahun
2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017); ' - |

Peraturan Daerah Kota Tua! Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tual Tahun Anggaran 2015; '
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32. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanija

Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2015;
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Dengan Persetuplan Bersarna
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
dan

WALIKOTA TUAL

. ME MUTUSKAN:
N -etapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERG - NGCGUNGJAWABAN PE! " IKSANAAN ANGGARAN FINDAPATAN DAN BELAN ‘A
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
_ Pasal 1
J) Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
a Laporan Realisasi Anggaran;

=g

Neraca;

Laporan Arus Kas:

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laperan Perubahan Ekuitag

> o oo

g Catatan Atas Laporan Keuahgan
(@) Laporan Keuangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiﬁ dengan kporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan;

Halaman 7




Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hurf a Tahua Anggaran 2015 sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah

Rp 493.224516 956,36
b. Belanja Daerah Rp 487.04'9.447.261, 00
Surplus / Defisit Bn 6.175.069.695,30

¢. Pembiayaan D:=2mh
* FPenerimaan Daergh Fp 50634.467.154,38
* Pengeluaran Daerah Rp 1.000.000.000.,00
Pemblayaan Rp 49634.467.154 38

: Pasal 3 ,
Uraian Leporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dilam Pasal 2 sebagai berikut:
(1) Selisih Anggaran dan Realisasi Penda patan sejumlah (Rp >.982.511875,64§ dengan rincian. sebagai berikut:

& Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 49920°7.028.832,00
b Realisagi Rp 493.224,516.956,36
Selisih Lebih / (Kurang) Rp {5892 511.875,64)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi beianja sejumiak: (Kp63.051.186.683,38) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 550.100.633.944,38
b. Realisasi | Rp 487.049.447.26100
Selisih Lebih / (Kurang) | | Rp (63.051.186.683,38]
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(3] Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah RpS57.068.674807, 74 dengan nincian sebagai berikut:

a Surplus / Defisit setelah Perubahan Rp (50.893.605.112,38)
b. Realisasi Rp 6.175.069.695,36
Selisih Lebih / (Kurangj Rp 57.06B074.807,74

@; Selis’» Anggaran dan Realizsas: snerimaan Pembiayaan =jumlah (Rpl.259.137.9.3,00) dengan. rincian seb: sai berikut:

A Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp " 51.B83.605.112,38
b. Realisasi - Rp 50,634,467.154,38
« Selisih Lebih / (Kurang) Rp (1259.137.958,00

(5) Seliaib. Anggaran dan Realisasi Perigeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian s¢bagai benkut:

8. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan L Rp 1.000.000.000,00
b. Realisasi Rp 1.000.000.000,00
Selisih. Lebih / {Kurang) Rp : 0,00

{6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Perbiayaan Nerto sejumlah (Rp1.259.137.958,00) dengan rincian sebagai berikut:

a, Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Ep S0.893605.112,38
b. Realisasi _ Rp 49.634.467.154.38
Selisih Lebih / (Kurang) ' Rp (1.259.137.958,00)
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Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp 671.955.761012,14.
b, Jumlah Kewajiban Rp 28853.632.552,00
¢. Jumlah ekuitas Dana Ep

54 3102.128.460,14
Pasal 5 -

Laporan Arus Kes sehagaimana dimaksud dalam #asal 1 huruf ¢ untuk Tahun yang berakhir sampat dengan 31 Desember Tahun 2015

shagai berikut; .

a Saldo awal kas per 1 Januari 2015

Rp 52.337.944.284,43
b Arus kas dari aktiviras operasl | Rp 176.168.592.410,38
. Arus kes dari aktivitas investasi non keuangan ‘Rp {169.993160.482,00]
d Arus kas dari aktivitas pembiayaan Fp 11.000.000.000,00
e Aruskas dar aktivitas non anggaran Rp (1.208.219.900,07)
f. Saldo Akhir kas per 31 Desember 2015 Rp 55.705.156.312,74

Pasal €

Lﬁpnran Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal | huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut;
a. Jumlah Péndapatan Operasional per 31 Desember 2015 Rp 204413804.957 61
b Jumlah Beban per 31 Desember 2015 FBp 527.225.041.014,02
¢ Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2015 Rp (22.811.236.056,41)
d. -Juml::;h Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2015 Fp (4.054943.876,10)

e. Jumiah Suplus / Defisit Operasional per 3} Desember 2015 ' Rp (29516.751.982 51}
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Pasal 7
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud peda pasal 1 huruf e per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a Jumlah falde Anggaran Lebih Awal Tishun Rp 51.893.605112,38
b. Jumlah Penggunaan Szldo Ang_oarsn Tebih Awal Tahun |

sebagai Per mrimaan Pembiayaan Tah o1 Berjalan

¢ Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
d. Jumlaﬂ'l{oreksi SiLPA Tahun sebelumnya
& Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahnn

50.634467 154,35
57.068674807,74
(1.259.137958,00)
55.809.536849 74

g5 & &

Pazal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruff per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a Salde Ekuitas awal per 1 Januari 2015 - Rp FHEAMI6S B9

b, _Surpllusteﬁsit Operasional . Rp {29516.751.892,51)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp (122.799.388456,58)
d. Saldo Ekuitas Akhir per 3 Desember 2015 ' Rp $43.102.128 460,14

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 buref g Tahun anggaran 2015 memuat mjcrmas: baik =secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos lapora,n kezangan.
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Pcrt;nggungja.wak}an pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal ?

dari:

a.

Lampiran [
Lampiran 11
Lunp iran L2

Lampiran 1.3

Lampiran L4

Lampiran [5
l.ampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8
Lampiran 1.9

Lampiran 1.10
Lampiran I.11
Lampiran I

Lam piran Il

Lamnpiran ¥

.o
r.

Pasal 10
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian Taporan Realigasi Anggecin menurut urysan peu-crintahan dagrah, orgamasi, pendapatan, bela: iz,
dan pernbiayan;

Rekapitulas! realisasi angearan belanja dgersh menurut urusan pemetintahan daerah, organisasi, program, dan
kegiatan,

Rekapitulasi reelisasi anggaran belanja deerah untuk kesclarasan dan keterpaduan urusan pemerintehan deerah
dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Piutang Daeral;

Daitar Penyertaan Model (investesiy Daeraky

Daftar Realisasi p&n&:ﬁbahan dan pengurangan aser tetap daerah;

Daftar- Realisasi penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar kegiatan-kegintan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran berikutnya; '

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman den Obligasi Daerah;

Neraca ' '

Laporan Arus Kas

Laporan Operasional
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e. Lampiran V r Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
. Lampitan I  : Laporan Perubahan Ekuyitas
g Lampiran VI : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal I
Lampiran laporan ke .:angan sebagaimgna dimksud dalam pasal 1 ayar ;2
a Laporan kinerja tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daersh [ni

terdiri dari:

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah i,

-

| , Pasal 12
Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertan
dari Peﬁanggunawaban Pelaksanaan APBD.

ggunglawaban pelaksanaan APBD sebagal rincian lebih lanjut
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Pasal 12

Peraturan Daecrah ini mulai berlaku pada tangpal diundanglkay,

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peratiran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Tual
Ditelapkan di Tual
pada tanggal 01 Septermber 2016

K'WALMDTA TUAL, z

ADAM RAHAYAAN
Diundangkan di Tual |

pada tanggal 01 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

| BASRI ADLLY BANDJAR
LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU - /2016;
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